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Pandangan Llmum Fraksi Ranperda Anggatan21z}

Femhayaran lamhahan Pgnuhasilan

Feuawai [ipertanyalffin
SAWAHLUNTO, N,IETRO

DPITD S.rwairJmto meng
gelar sidang paripuma me-
ngenai Pandangan Unum
FIaksi terkait Rancangan
Peraturan Daerah (Ran-
perda) Kota Sarvahlunto
lahun Angg.rran 2020,
iumat (2/7).

1'ang paling menonjol
dari'persidangan tersebut
adalah pertanyaan Fraksi
PKFI 1,ang dibacakan
Masril- Menurut Iiraksi
PKPI SaNahlilnto sudah
meraih opini !VTI', namul
ada keleDlahan berdasar-
kansrrratBPK No: 87S-i{P/
XVlll.PDC/05,/2021 tang-
gal 7 Mci 2021. Slrrat BPK
n!'nliebu tk' n, beberaPa
kelemahan, penbayaran
iamt'ahan penghasilan
pegalvai tidak sesuai ke-
tentu.in sebesar Rp1.600.-
350.000.

Kesalahan pengang-
garan pada belatja modal
sebesar Rp. 1.4't0.7 9A.080,
tlan belanja barang dan
jasa sebesar Rp.706.
53-3.200 dan kelebihan
pembavaran atas keku-
rangan volume lima paket
peke{aan belanja modal
gedung ,ian bangunan
serta jalan, pada enpat
OPD sebesar ltp. 268.359.-
242,22. Masril sebagai
u,akil Fraksinva meminta
kejr-la-"an vvilikota Su-
rvahlunto.

Sclairjuhrya Nlasril j(-
ga nsminia penjelasau
faktor-faklor apa,vang
menyebabkan, APBD bisa
nengafakan SiLPA. De-
ngan angka surplus se-
besar Itp32.594.205.826,77
setelah Llitambahkan pem-
biavaan netio menghasil-
kan SiLPA tahun 2020 se

be$ar Rp. 44.069.101.695
,58. Kondisi ini bisa nren-
iadikan multi lafsir tcr-
hadap pengelolaan ke-
uangan PeDerintah Kota

koordinasi,vang suclah
dilakukan dengan pihak
Kementerian Sosial, Ke-
mentedan Tenaga Kerja,
Kementerian Parilvisata,
Kementerian Pertanian,
PT. KAI, PT. MInvD ID,
PTBA dan laiDlrJ,a, jangan
pertemuan itu tidak ada
tindak lanjutn),a.

Selanjutnya masih dite'
mukan OID-OID rnasih
terkendala teknis dalam
pelaksanaan an-ggara)1,
sehingga tidak terlaksa-
nanl'a prop;ram dan ke
giatan yang sudah diren
cmakan. Berdasarkan kun
jungan ke lapangan desa/
kclurahan terlihat kurang
responsri desa dan lrlrr
rrhan t..rha,lao korrtlisi
yang te4adi ditlngah na
sya{akat.

Masril juga menying-
gung OPD kegiatan inira-

stnrkhrr uniuk benar-bc_
nar bcrtanggungjawab
mengelola kegiatan terse
bui, pakci mulai dari pe-
rencanaan, pelaksanaan
dan Fengawasan diserah
kan kepada pihak kon-
srltan, OPD terkait iuga
haru' nengawasi Secara
kelat proses telsebut
Ditanlbah lagi mengenai
kualitas pembangunar
infrastruktur, sePerti Pus-
kesnas Talawi, karene
terlalu menilai tlan Per
caya kontraktor nasiona
lebih baik sehingga Penga
rrasan lemah. Sehinggt
tidak sesuai dengan kua
litas yang diharapkan
OPD terkait diminta mem
herrkan peluang dan ke
sernPatan untuk korltrak
tor lokal mengeloia ke
giatan lnfrastruktur Kota
(pin)

PANDANGAN UMt,M- Fraksi PKPI Maslil membacakan pemandangan umum Fraksi PKPI untuk

Rancangan Peraturan Dae{ah (Ranperda) Kota Sawahlunto tahun 202'1.

Salvahlunto selama tahun hal. APa langkah sirategis
2020 d.rn ranglah telnis \.rng

Disini FKPI mengunS- sudah dilakukan jaiaran
kapkan catatan p€nting- pemerintah daerah ter
nta mengenai beberapa hadap komunikasi dan


